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ABSTRAK

Kualitas Pelayanan Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada
Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

BURHANUDDIN

Universitas Terbuka

Penelitian dilakukan untuk Menganalisis tingkat kepuasan masyarakat
terhadap Pelayanan IMB di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Merumuskan
alternatif kebijakan peningkatan kualitas Pelayanan IMB di Kabupaten Kepulauan
Selayar. Dalam penelitian ini di gunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif yaitu
suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah
yang diteliti sesuai dengan apa adanya di lokasi penelitian. Dalam penelitian penulis
menggunakan dasar penelitian studi kasus. Berdasarkan judul yang diangkat, maka
penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Terpadu & Penanaman Modal, dan
instansi terkait dengan fokus pengamatan pada kemampuan personil aparatur yang
bertugas terutama dalam pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) diKabupaten
Selayar. Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada
tiga, yaitu wawancara, Observasi, dan Studi Kepustakaan (Penelaan terhadap
dokumen tertulis). Untuk mendapatkan hasil yang obyekif dalam penelitian ini maka
data yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan studi literatur dalam
penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif Sebagai kesimpulan,
Kemampuan aparatur pemerintah dalam pengurusan perizinan IMB di Kantor
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(KTSP) dan pada Kantor Dinas PU, Bidang Tata Ruang, bahwa kemampuan pegawai
sudah memadai dalam melaksanakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Untuk
proses pelayanan masih ditemui berbagai permasalahan dan hal ini dikarenakan
kekurangtahuan masyarakat terhadap proses dalam mengurus surat IMB di
Kabupaten Kepualuan Selayar dan Untuk mendapatkan hasil pelayanan yang baik
maka sedapat mungkin pihak dari Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
dan kantor dinas Pekerjaan Umum bersinergi dalam mensosialisasikan prosedur
penerbitan surat IMB ke masyarakat secara periodik, sehingga tidak terkesan
pengurusan berbelit-belit

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kepuasan Masyarakat.
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ABSTRACT

Policy Implementation Of Building Quality License in Selayar Regency
BURHANUDDIN
State University

The researching is done to Analyzed levels of public satisfaction to service Of
Building License in Selayar Regency and Formulating alternative policy improve the
quality of service Of Building License in Selayar Regency. In this searching used
searching type which descriptive is a form of researching that aim is to give
description about the problems researched as the way in researching location. In
researching, the writer use researching problem study base on the title of present, so
their researching is done in the Integrated Service and Contribution in capital office
and institution which related by focus on the ability of the staff whomget job in
building lisence service in Selayar Regency. The technic in collecting data that is
done are 3, they are interview, observation, and library study (researching writing
document)to gain the objective result in the researching, the data are got through
observation, interview and literatur research in this researching continue will be
analyzed as qualitative.As the conclution : The ability of the government officials in
the management of the service Of Building License in Integrated Service And
Contribution capital office and general working official, Section of spatial. that the
employee has sufficient ability in performing a great service for the community. For
service of process is still encountered various problems and this is due to the
ignorance Public opposition to the process in processing the service Of Building
License at Selayar Regency and to get the good service and wherever possible
parties from Integrated Service And Contribution capital office and general working
official Synergize in socializing the procedure service Of Building License to the
community periodically, so it is not convoluted arrangements impressed

Keyword : the quality of serve building lisence, serve one door and societis
satisfaction.
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BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Kepulauan Selayar

Profil Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal menggambarkan
visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, dan program Kantor Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal. Komponen-komponen profil ini mengacu pada Renstra Kantor
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepuluan Selayar,
sekaligus menjabarkan potret permasalahan yang menjadi tantangan satuan kerja
yang bersangkutan. Profil Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan
permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber
pembiayaan, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada satuan kerja yang
bersangkutan.

Sehubungan Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang
dibentuk se‘pagai salah satu satuan kerja perangkat daerah sekaligus dalam rangka
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, maka ditetapkaniah Peraturan Daerah Kahupaten Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Selayar. Selain itu tentunya dengan dasar
keluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD tanggal

16 Januari 1997 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di
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daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang
Pelayanan Perizinan Satu Atap di Daerah. Dan Sehubungan dengan itu
dikeluarkan juga Keputusan Mcnteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Publik. Dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu satu Pintu.
1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Selayar. Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dipinpin oleh seorang
Kepala Kantor, dalam menjalankantugasnya Kepala Kantor dibantu oleh satu
orang Kepala Subagian Kepala Tata Usaha dan tiga orang Kepala Seksi, yaitu
Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan, Seksi Penanaman Modal, Seksi
Penghubung dan Pengaduan.

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

[ Kepala Kantorj

( Kepala Sub J

L Tata Usaha

Seksi Perizinan Seksi Penanaman Seksi Penghubung
dan Non Perizinan Modal Dan Pengaduan
Koleksi Perpustakaan URIVETSITas Terbuka
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2. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas Pokok

Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal adalah mempunyai tugas

pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan

Pembangunan di bidang Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.
b. Fungsi

Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai kewenangan kantor;

2) Pelayanan non perizinan;

3) Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;

4) Pelayanan terhadap peiighubung dan pengaduaan di bidang perizinan dan

non perizinan;

5) Pengelolaan urusan tata usaha kantor;

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan;
3. Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan
a. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana instansi hendak
dibawah. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan
proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen
stakeholder.
Berawal dari cita~cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung

peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari stakeholder, dan

dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang
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mempengaruhi maka dirumuskan visi Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal Kabupaten Kepuluan Selayar sebagai berikut:

"Mewujudkan Kepulauan Selayar Terkemuka Melalui Penciptaan lklim
Investasi Yang Kondusif Dan Prima Dalam Pelayanan Perizinan "
b. Pernyataan Misi

Misi adalah sessuatu yang harus diemban atau dilaksanakan nleh instansi

sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari
keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah
ditetapkan. Misi Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Kepuluan Selayar dirumuskan dengan mengacwberdasarkan pada. Arah Umum
Pembangunan Jangka Paujang, tertuang dalam Strategi Pembangunan Kedua;
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan Pemerintah Daerah
mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai tingkat Desa/Kelurahan dalam
rangka menciptakan pemerintahan yang kuat, efektif, efisien, akomodatif,
responsive dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima,
harus pula dibarengi oleh peningkatan kemampuan kelembagaan masyal.akal
SeCdrd seimbang schingga tercipta sinergitas dalam menyikapi berbagai
permasalahan pembangunan di daerah. Dan untuk mewujudkan arah umum
pembangunan daerah tersebut, maka Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal Kabupaten Kepuluan Selayar dalam pernyataan misinya ditetapkan sebagai

berikut ;

1) Mewujudkan Kepuluan Selayar menjadi daerah investasi berdasarkan
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unggulan potensi daerah;

2) Mewujudkan penciptaan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan
kualitas SDM aparat yang proposional dan sistem kinerja yang baik,
ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel dibidang perizinan.

3) Meningkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan
perizinan dan non perizinan.

¢. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai lima tahun ke depan. Kantor Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal berkewajiban memberikan dukungan dan  ikut
bertanggungjawab atas tercapainya lujuan dan Arah Kebijakan Umum Pemerintah
Kabupaten, yang berhubungan dengan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
khusunya dalam Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

Mendorong laju peningkatan investasi pada sector swasta sehingga tercipta
lapangan kerja baru yang dapat diakses oleh tenaga kerja local melalui penciptaan
suasana yang aman dan kondusif Hal tersebut selain dimaksudkan agar sector
swasta lebih mengembangkan perannya dalam membangun perekonomian daerah,
juga diharapkan melalui investasi, terjadi difusi baik dalam hal teknologi (transfer
of technology) maupun keterampilan (transfer of skill), yang selaras dengan Misi
Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal adalah "Mewujudkan
Kepulauan Selayar Terkemuka Melalw Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondosif

Dan Prima Dalam Pelayanan Perizinan"
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Berdasarkan pernyataan tujuan di atas serta pemyataan visi dan misi
Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal ditetapkan dengan tujuan
Kantor sebagai berikut :

1) Misi pertama, Mewujudkan Kepuluan Selayar menjadi daerah investasi
berdasarkan unggulan potensi daerah;

a) Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah investasi
melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.
b) Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui investasi/Penanaman Modal.

2) Misi Kedua, Mewujudkan penciptaan pelayanan perizinan yang prima melalui
peningkatan kualitas SDM aparat yang proposional dan sistem kinerja yang
baik,ekonomuis efektif, efisien, dan akuntabel dibidang perizinan.

Terwujudnya pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas
SDM aparatur dan system kinerja yang baik.

3) Misi Ketiga, Meningkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui
pelayanan perizinan dan non perizinan.
terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui
pelayanan perizinan dan non perizinan.

d. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Satuan Perangkat
Kerja Daerah (SKPD) dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses

perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan
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kebijakan, program, dan kegiatan sehingga dapat member arah terhadap, alokasi
sumberdaya yang telah dipercayakan kepada SKPD yang bersangkutan.
Berdasarkan pernyataan sasaran di atas serta pernyataan tujuan Kantor
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal ditetapkan sasarannya sebagai berikut:
a. Misi Pertama :
Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi daerah investasi
berdasarkan unggulan potensi daerah;
Tujuan 1,"Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah investasi melalui
penciptaan iklim investasi yang kondusif" dengan sasaran : Meningkatnya
nilai investasi.
Tyjuan 2, "Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui Investasi/Penanaman
Modal". Dengan sasaran : Tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sector
perizinan.
b. Misi Kedua
Mewujudkan penciptaan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan
kualitas SDM aparat yang proposional dan sistem kine'rja yang baik,
ekonomis,efektif, efisien, dan akuntabel dibidang perizinan.
Tujuan, "Terwujudnya pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan
SDM aparatur yang professional dan system kinerja yang baik". Dengan
sasaran :
1) Meningkatnya kinerja layanan peijinan.

2) Meningkatnya kualitas SDM dajam layanan perizinan.
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¢. Misi Ketiga
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan
perizinan dan non perizinan.
Tujuan, "Meningkatnya pertisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan
mengurus perizinan dan non perizinan sesuai kebutuhan perizinan yang
diinginkannya". Dengan sasaran : masyarakat dalam pengurusan perizinan dan
non perizinan.

d. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, oleh
yang beiwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pelaksanaan program/kegiatan guna Kkelancaran dan Kketerpaduan dalam
mewujudkan sasaran, serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam al ini.
Kantor'Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.

Kebijakan satuan kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan
Pemerintah bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan (umum)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan
Selayar yang berlaku sebagai nedoman pelaksaan program dan kegiatan Kantor
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar adalah
sebagai berikut :

a. Meninbgkamya  informasi yang  seluas-luasnya  kepada  calon
investor/penanaman modal tentang potensi daerah yang strategis untuk
pengembangan usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Meningkatnya pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas
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SDM dan system kinerja yang baik.

¢. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi / Penanaman
Modal.

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan
Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah. Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi,
integrasi, sinkronisasi dan kepastian berdasarkan kewenangan yang dimiliki,
disamping itu dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh proses pelayanan
publik, baik perizinan maupun non perizinan kedalam suatu sistem penyelenggara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tujuannya agar pelayanan menjadi lebih
sederhana, transparan dan pasti. Dengan demikian maka kewenangan penerbitan
perizinan dan non perizinan yang sebelumnya dikelola oleh masing-masing
Instansi Teknis, dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal kewenangan penerbitan perizinan menjadi tugas pokok dan lembaga
tersebut.

Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan dapat
member manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan bagi pemerintah
sendiri. Bagi masyarakat dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
akan memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian

dan jaminan hokum dan formalitas yang dimiliki. Bagi dunia usaha, Pelayanan
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Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam
perizinan usaha yang pada akhirmya akan meningkatkan minat usaha. Selain itu,
dunia usaha juga diharapkan memperoleh manfaat dalam bentuk efisien pelayanan
yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya, sementara bagi pemerintah,
keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan mampu
meningkatkan pelayanan bih efektif dan efisien, meningkatkan daya saing dan
kemandirian daerah, meningkatkan terbangunnya citra yang lebih baik dan
mencagah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan
perizinan dan non perizanan.
5. Manfaat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

a. Mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan pasti

b. Mendapatkan efisiensi waktu dalam pengurusan izin

c. Mendapatkan kepastian waktu izin dan kapan selesai pada saat

memasukkan berkas (Lengkap)

d. Mendapatkan kepastian biaya dan tidak ada pungutan tidak resmi

e. Mendapatkan kemudahan dengan adanya prosedur yang sederhana.
6. Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan dan waktu pelayanan.

a. Jenis Layanan Perizinan waktu pelayanan

No Jenis Layanan Perizinan Waktu
1. } 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) 6 Hari kerja
2. | Swurat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) 5 Hari kerja
3. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5 Hari kerja
4. | Tanda Daftar Industri (TDI) 5 Hari kerja
5. | Tanda Daftar Gudang (TDG) 5 Hari kerja
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6. | Surat lzin Tempat Usaha (SITU-HO) 5 Hari kerja
7. | lzin Trayek 3 Hari kerja
8. | Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 6 Hari kerja
9. | Pendaftaran Penanaman Modal 1 Hari kerja
10. | 1zin Prinsip Penanaman Modal 3 Hari kerja
11. | 1zin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 5 Hari kerja
12. | lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 3 Hari kerja
13. | l1zin Usaha Penanaman Modal 3 Hari kerja
14. | 1zin Usaha Perluasan Penanaman Modal 3 Hari kerja
15. | lzin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) | 3 Hari kerja
16. | 1zin Usaha Perubahan 3 Hari kerja
b. Jenis Layanan Non Perizinan waktu pelayanan
No Jenis Layanan Perizinan Waktu
1. | Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin 3 Hart kerja
2. | Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan 3 Hari kerja
3. | Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal 3 Hari kerja
4. i Usulan untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan 3 Hari kerja
5. | Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) 3 Hari kerja
6. | Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 3 Hari kerja
7. | Rekomensasi Visa untuk Bekerja (TA-01) 3 Hari kerja
8. | Perpanjang an lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja 3 Hari kerja
9. | Insentif Daerah dan/atau Kemudahan Penanaman Modal 5 Hari kerja
10. | Layanan Informasi Penanaman Modal 3 Hari kerja
n Il::y:;llan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman 3 Hari kerja
0
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B. Hasil dan Pembahasan Penelitian
1. Kualitas Pelayanan Publik pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)
a. Tangibles
Dimensi Kualitas Pelayanan pada Wujud fisik (fangible) adalah pada
kebutuhan warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengurus

perizinan IMB, dalam hal fasilitas fisik yang memadai meliputi beberapa hal

yaitu: (1) Kemudahan akses dalam proses pelayanan, (2) Kenyamanan dan
kemudahan dalam proses pelayanan, dan (3) Kedisiplinan petugas dalam
melakukan pelayanan.

Harapan atas kualitas pelayanan pada Dimensi Kualitas Pelayanan pada
Wujud fisik (fangible)dari warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar
dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah adanya
kemudahan saat proses pengambilan formulir izin mendirikan bangunan (IMB),
Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Daeng Baso,

“ .... Pada saat saya mengambil formulir Izin Mendirikan Bangunan

(IMB), saya berharap berjalan dengan lancar dan tidak berbelit-belit, ini

kan hanya pengambilan formulir, belum mengurus perizinan.

Pada tahapan selanjutnya formulir perizinan yang telah dilengkapi dibawa
masuk ke Kantor PU (Pekerjaan Umum) Kabupaten Kepulauan Selayar,
selanjutnya berkas di lengkapi dan diadakan peninjauan ke lokasi. Dari hasil
peninjauan itu, dikeluarkanlah Rekomendasi kelayakannya, apabila layak maka
akan diteruskan ke kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal untuk

diproses perizinannya. Setelah sampai di kantor Pelayanan Terpadu dan

Penanaman Modal berkas diperiksa kembali, setelah dianggap lengkap maka
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diproses pada hari itu juga selanjutnya izin itu dilimpahkan ke Kantor Bupati
untuk ditandatangani oleh Bapak Bupati.
Dari setiap tahapan, warga masyarakat mengharapkan adanya kemudahan

dan keyamanan dalam proses dan juga adanya Kedisiplinan petugas dalam

melakukan pelayanan. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Irawan, salah
seorang warga yang akan mengurus perizinan IMB,

“.... Saya berharap dalam mengurus perizinan, tidak adanya kendala yang

berarti yang mempersulit dan adanya kedisiplinan aparat dalam menangani
prosedur ini”

Kenyataan yang terjadi terhadap kualitas pelayanan pada Dimensi Kualitas
Pelayanan pada Wujud fisik (fangible) di lapangan pada saat pengurusan
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh warga masyarakat Kabupaten
Kepulauan Selayar di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal pada
proses pelayanan publik pada suatu sistem penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP).

Untuk terpenuhinya kualitas pelayanan publik agar berhasil dalam
memberikan pelayanan pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya prosedur yang mengatur tentang
tindakan pegawai dalam melayani pemohon atau warga. Keberadaan prosedur
atau aturan itu akan sangat penting bagi keberlangsungan pelayanan itu sendiri,
karena prosedur akan menjadistandar internal bagi Kantor Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal untuk tetap menjadi acuan bagi para pegawainya dalam

menjalankan tugas-tugas pelayanan.
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Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai standar
pelayanan terpadu yang di implementasikan dengan sistem penyelenggara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).Pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal sudah cukup bagus dengan ada prosedur tetap pengurusan
izin yang pada sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan alur yang

terarah dan telah prosedur yang telah ditetapkan.

Kepuasan warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar setelah
melakukan pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas kualitas
pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal pada proses
pelayanan publik pada suatu sistem penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP).

Berdasarkan apa yang telah dialami oleh banyak warga masyarakat dalam
pengurusan penerbitan lzin Mendirikan Bangunan (IMB), warga masyarakat
menyebutkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh aparat pegawai sudah cukup
bagus. Dimana adanya kemudahan akses dalam proses pelayanan serta pada saat
mengurus izin, adanya kenyamanan dan kemudahan dalam proses pelayanan, serta

cukup disiplinnya petugas dalam melakukan pelayanan.

b. Reliability

Reliability (kehandalan) merupakan kemampuan dari aparat pegawai
Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modaluntuk memberikan jasa atau
pelayanan yang handal dalam hal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

sebagaimana yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Dengan indikator-
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indikator: (1) Kecermatan petugas untuk melayani pelanggan, (2) Kemampuan
dan keahlian aparat pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam proses
pelayanan, dan (3) Memiliki standar pelayanan yang jelas.

Harapan atas kualitas pelayanan dari warga masyarakat Kabupaten
Kepulauan Selayar dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal pada proses

pelayanan publik kedalam suatu sistem penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP). Pra Pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Daeng Baso,

4%

. Saya itu menginginkan, Kecermatan petugas untuk melayani
pelanggan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ....

Selain itu pada saat proses pelayanan penerbitan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) adanya Kemampuan dan keahlian aparat pegawai dalam
menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan, .....

Tak lupa Memiliki standar pelayanan yang jelas .....

Kenyataan yang terjadi terhadap kualitas pelayanan di lapangan pada saat
pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh warga masyarakat
Kabupaten Kepulauan Selayar di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal pada proses pelayanan publik pada suatu sistem penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pegawai pada dasarnya telah berusaha untuk cermat pada saat melayant
pemohon, sebagai mana yang dituturkan oleh salah seorang warga masyarakat
yaitu Bpk Haeruddin, pada saat mengurus perizinan.

(13

. Petugas cukup cermat dalam melayani saya, dimana petugas
langsung menanyakan perizinan apa yang hendak saya urus dan
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mengarahkan saya pada saat akan mengambil formulir pendaftaran
pengurusan perizinan. ....”

Selain itu kemampuan dan keahlian aparat pegawai dalam menggunakan
alat bantu dalam proses pelayanan, hal ini terlihat dengan peggunaan alat
penginputan formulir berupa seperangkat alat komputer yang cukup fasih
digunakan oleh pegawai. Dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
maka pengurusan perizinan telah memiliki standar pelayanan yang jelas.

Kepuasan warga masyarakat Kabupaten Kepulavan Selayar setelah
melakukan pengurusan penerbitan {zin Mendirikan Bangunan (IMB) atas kualitas
pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal pada proses
pelayanan publik pada suatu sistem penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP). Pasca Pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

¢. Responsiveness

Responsiveness (daya tanggap/ketanggapan) adalah kemampuan dari
aparat pegawai Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal untuk
membantu warga masyarakat untuk memberikan jasa dan pelayanan dengan cepat
pada saat mengurus penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan
indikator-indikator: (1) Respon petugas dalam melayani warga masyarakat, (2)
Respon petugas pelayanan terhadap saran dan kritik warga, dan (3) Melakukan
pelayanan dengan cepat, tepat dam cermat.

Harapan atas kualitas pelayanan dari warga masyarakat Kabupaten
Kepulauan Selayar dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal pada proses
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pelayanan publik kedalam suatu sistem penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP).Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Daeng Baso,

“ ... Saya itu menginginkan, Respon petugas dalam melayani warga
masyarakat pada saat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ....
Selain itu pada saat proses pelayanan penerbitan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) adanya Respon petugas pelayanan terhadap saran dan
kritik warga, .....

Tak lupa Melakukan pelayanan dengan cepat, tepat dam cermat

Kenyataan yang terjadi terhadap kualitas pelayanan di lapangan pada saat
pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh warga masyarakat
Kabupaten Kepulauan Selayar di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal pada proses pelayanan publik pada suatu sistem penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP), Respon petugas dalam melayani warga masyarakat
bisa dikatakan cukup memadai, hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan
warga masyarakat yaitu Bapak Himawan,

[13

Pada saat saya akan mengambil formulir pendaftaran, respon
petugas cukup bagus dengan memberikan penjelasan tentang perizinan, selain itu
pegawai melayani saya dengan cepat hingga pelayanan dapat cepat selesai....”

Selain itu, adalah bagian dari sistem di Kantor Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal bahawa segala saran dan kritik warga merupakan bagian dari
peningkatan kualitas pelayanan dan merupakan bahan evaluasi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan.

Kepuasan warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Setelah
melakukan pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas kualitas

pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal pada proses

pelayanan publik pada suatu sistem penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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(PTSP), warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar merasa cukup puas

dengan layanan petugas, Hal ini diungkapkan oleh Bapak Abd kadir,

« . Saya menilai bahwa respon petugas dalam melayani warga
masyarakat sudah cukup baik , mereka cukup cepat, tepat dam cermat dalam
melayani saya dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan juga petugas pelayanan harus juga mampu menerima saran dan kritik warga
atas kualitas layanan ini ....”

d. Assurance

Yaitu jaminan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan aparat
pegawai Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal serta kemampuan
mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan bagi warga masyarakat
sehingga bebas dari bahaya, resiko, ataupun keraguan dalam mengurus penerbitan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan indikator indikator-indikator : (1)
Adanya kepastian waktu (tepat waktu), (2)Jaminan biaya, (3) Jaminan legalitas
dalam pelayanan.

Harapan atas kualitas pelayanan dari warga masyarakat Kabupaten
Kepulauan Selayar dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal pada proses
pelayanan publik kedalam suatu sistem penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP). Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Daeng Sibali,

“ .... Saya itu menginginkan, Adanya kepastian waktu (tepat waktu)
penerbitan [zin Mendirikan Bangunan (IMB), selain itu pada saat proses
pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adanya Jaminan
biaya sesuai dengan ongkos biaya yang tertera....”

Kenyataan yang terjadi terhadap kualitas pelayanan di lapangan pada saat

pengurusan penerbitan [zin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh warga masyarakat
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Kabupaten Kepulauan Selayar di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal pada proses pelayanan publik pada suatu sistem penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adanya kepastian waktu, Jaminan biaya dan Jaminan
legalitas dalam pelayanan adalah bagian jaminan dari sistem penyelenggara

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Pelayanan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adanya jaminan uang pembayaran retribusi sesuai dengan yang tertera
maka hal ini memimbulkan Kepuasan warga masyarakat Kabupaten Kepulauan
Selayar setelah melakukan pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) atas kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal pada proses pelayanan publik pada suatu sistem penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu dengan jaminan 6 hari kerja proses
pelayanan akan diselesaikan maka memberikan jaminan kualitas pelayanan
kepada warga masyarakat.

e. Emphaty

Berkaitan dengan perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan dan
masalah-masalah warga masyarakat dari aparat pegawai Kantor Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal,. Dengan (1) Mendahulukan kepentingan warga
masyarakat, (2) Petugas melayani dengan sikap ramah, (3) Petugas melayani
dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan)

Harapan atas kualitas pelayanan dari warga masyarakat Kabupaten
Kepulauan Selayar dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

(OMB) di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal pada proses
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pelayanan publik kedalam svatu sistem penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP). Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Daeng Ngirate,

“ Saya itu menginginkan, Mendahulukan kepentingan warga
masyarakat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ....

Selain itu pada saat proses pelayanan penerbitan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) adanya Petugas melayani dengan sikap ramabh, .....

Tak lupa Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-
bedakan).....

Kenyataan yang terjadi terhadap kualitas pelayanan di lapangan pada saat
pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh warga masyarakat
Kabupaten Kepulauan Selayar di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal pada proses pelayanan publik pada suatu sistem penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP), bahwa para pegawai selalu berupaya mendahulukan
kepentingan warga masyarakat, Petugas melayani dengan sikap ramah dan
Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan)

Kepuasan warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar atas kualitas
pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal setelah
melakukan pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah cukup
baik. Hail ini diungkapkan oleh Bapak Daeng Ngirate, bahwa beliau cukup puas
atas pelayanan dikarenakan para pegawai selalu berupaya mendahulukan
kepentingan warga masyarakat, Petugas melayani dengan sikap ramah dan

Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan).
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C. Pelayanan Penerbitan IMB
Kemampuan aparatur pemerintah ditentukan oleh Sumber daya aparatur
merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pencapaian suatu

organisasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada dinas-dinas terkait dalam

pelayanan izin Mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten kepulauan Selayar pada
umunya membutuhkan aparatur yang memadai dan berkualitas, karena kegiatan
suatu unit kerja yang tidak didukung dengan sumber daya aparatur yang baik sulit
untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Aparat sebagai
unsur pelaksana dalam kegiatan organisasi mempunyai peranan yang sangat
penting untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan yang bersangkutan dalam rangka
memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.aparatur yang mempunyai
kualitas sumber daya yang baik sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi.Karena bagaimanapun baiknya perencanaan serta
canggihnya sarana dan prasarana yang digunakan sangat ditentukan oleh
kemampuan dan kualitas sumber daya aparaturnya.

Untuk melakukan pengurusan perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KTSP), tahapan atau alur
yang harus diikuti adalah:

a. Pemohon mengambil Formulir perizinan
b. Pemohon melengkapi berkas yang diminta, apabila tidak lengkap
dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

c. Apabila Berkas lengkap, lakukan registrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(KTSP)
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d. Data berkas formulir yang telah lengkap diinput.

e. Setelah di input dan diolah maka dilakukan Pencetakan SKRD (surat
ketetapan retribusi daerah)

f. Pemohon melakukan Pembayaran retribusi sesuai dengan perizinan yang akan
diambil

g. Pencetakan Izin

h. Penandatangan Berkas oleh pemohon

1. Pengambilan Izin
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Untuk lebih jelas, maka bagan alur pelayanan sebagai berikut:

Gambar 2. Bagan Alur Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(KTSP)
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Dalam proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), ada beberapa
hal yang harus diketahui yaitu persyaratan izin mendirtkan bangunan (IMB) serta
prosedur pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB).

a. Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Peryaratan izin mendirikan bangunan (IMB) dibagi atas beberapa jenis yang

harus diketahui dan dipenuhi oleh masyarakat (pemohon) yaitu, persyaratan

administrasi, persyaratan teknis dokumen, serta biaya retribusi yang
dikenakan.
b. Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) ada sejumlah

prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat (pemohon). Berikut prosedur,

tempat pelaksanan dan pelaksana dari prosedur, serta waktu pelaksanaan
prosedur tersebut, yaitu sebagai benkut.

1) Pengambilan formulir untuk layanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, kemudian
berkas tersebut oleh masyarakat (pemohon) dilengkapi dengan mengambil
tandatangan tetangga untuk batas tanah, kemudian tanda tangan RT RW,
Lingkungan, Lurah dan diketahui oleh camat.

2) Berkas permohonan di bawa masuk ke Kantor PU. Kebagian Bidang Tata
Ruang lengkap dengan gambar yang sudah ditanda tangani oleh yang
berwenang, diantaranya Arsitektur penggambar, pemilik dan kepala

bidang Tata Ruang dan kepala seksi yang menangani itu.
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3) Berkas yang lengkap itulah yang akan dilaksanakan peninjauan ke
lapangan oleh bidang Tata Ruang pada kantor PU. Selaku bidang teknis
yang menangani izin.

4) Dari hasil peninjauan itu, dikeluarkanlah Rekomendasi kelayakannya,

apabila layak maka akan diteruskan ke kantor Pelayanan Terpadu dan

Penanaman Modal untuk diproses perizinannya.

5) Setelah sampai di kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal berkas
diperiksa kembali, setelah dianggap lengkap maka diproses pada hari itu
juga selanjutnya izin itu dilimpahkan ke Kantor Bupati untuk

ditandatangani oleh Bapak Bupati.

Dalam pelayanan IMB di Kabupaten kepulauan Selayar melibatkan dua
instansi yaitu : Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Tata ruang) dalam hal ini sebagai
salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dimana tugas dan fungsi
utamanya adalah merumuskan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang
sesuai peruntukan dan fungsi kawasan.Dalam pemanfaatan ruang khususnya
bidang tata ruang dan perizinan tugas dan fungsi utamanya adalah menetapkan
Garis sempadan bangunan (GSB) dan garis sempadan pagar (GSP) serta
menerbitkan rekomendasi mendirikan bangunan, Dinas Pekerjaan Umum (Bidang
Tata ruang) dalam hal ini yang menentukan tentang analisis konstruksi
bangunan, serta kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (Bidang
Perizinan) sebagai bidang yang memproses berkas-berkas para pemohon

berdasarkan rekomendasi kelayakan dan dinas di atas.
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Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kuhusunya pelayanan
IMB tentu ada permasalahan yang di hadapi oleh aparat. Seperti yang ungkapkan
oleh kepala bidang Tata Ruang ‘ Said Abdul Gani, ST’ dalam wawancara langsung

yakni:

“Aparat yang bertugas di bidang tata ruang sudah termasuk dalam katerogi baik
dan mampu dilihat dari latar belakang pendidikan yang kebanyakan adalah sarjana
teknik serta di dominasi oleh golongan III, hal ini sangat berpengaruh dalam
menjalankan tugas dan fungsi yang mereka miliki terutama dalam hal pelayanan
IMB.

Lebih lanjut dinyatakan oleh kepala bidang bidang tata ruang, mengenai
sumber daya aparatur:
“Aparat yang bertugas melayani masyarakat khususnya mengenai konstruksi
bangunan di bidang Tata Ruang saat ini khususnya mengenai kualitas dan
kuantitas bisa dibilang sudah cukup memadai, tinggal bagaimana mengkoordinasi
keadaan pegawai dengan tugas masing- masing agar tidak tumpang tindih
sehingga tidak terjadi tugas-tugas terbengkalai akibat kesalahan pegawai dalam
menerjemahkan perintah dari atasan ataupun tingkat disipin pegawai, hal ini
terbukti pada saat jam-jam kerja masih ada saja pegawai yang keluyuran diluar
kantor entah itu ke pasar atau ketempat lain, kadangkala juga ada pegawai yang
sibuk online di Facebook yang tidak ada gunanya, hal-hal seperti ini tentu bisa
berimbas kepada kualitas pelayanan

Walaupun tingkat pendidikan yang dimiliki sudah memadai tetapi jika

kedisiplinan dalam hal mengerjakan tugas-tugas yang di perintahkan pimpinan
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kurang, maka akan berimbas kepada kurangnya kualitas pekerjaan, terdapat
kesalahan dan sebagainya, sebagaimana yang di utarakan oleh kepala bidang

Bidang tata Ruang “ Said Abd. Gani, ST”.

Ll* Ada beberapa alasan yang mengatakan bahwa kemampuan pegawai yang

ada kurang memadai, banyak didasarkan atas keluhan dari masyarakat dimana

petugas pemberi layanan IMB masih lambat, terbitnya IMB yang lama kadang
sampai berminggu-minggu, bahkan ada yang lebih dari sebulan, kesalahan pada
proses pengimputan data masyarakat pemohon IMB, kurangnya kesadaran
pegawai tentang kedisiplinan sehingga menyebabkan urusan menjadi
terbengkalai, serta masith di temukan juga pegawai yang kurang mampu
menggunakan komputer yang tersedia khususnya dalam hal gambar bangunan.
Hasil wawancara dengan masyarakat yang telah mengurus IMB pada dinas terkait,
di peroleh gambaran bahwa jumlah pegawai yang ada saat ini masih belum
maksimal, serta kualitas para pegawai masih perlu ditingkatkan karena
kemampuan aparat cukup berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelayanan
terhadap para pengguna jasa.

Sebagai kesimpulan bahwa sumber daya aparatur yang khusus menangani
bidang teknis dalam pelayanan IMB pada bidang tata ruang dan perizinan sudah
baik dan tergolong mampu, tetapi kalau dilihat dari segi kuantitas masih belum
mencukupi untuk melayani masyarakat dalam memperoleh IMB, mengingat
luasnya Kabupaten kepulauan Selayar dengan sebelas kecamatan sehingga perlu
diadakan penambahan karena walaupun isi dari kebijakan sudah dikemukakan

secara jelas tetapi implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan
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tugas maka hal tersebut pasti tidak dapat berjalan secara lancar. Untuk
menjalankan kewenangannya ketersediaan jumlah pegawai yang ada belum

proporsional.

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang sementara mengurus
IMB memberikan pernyataannya bahwa mereka memandang prosedur pelayanan
kurang jelas dan tidak jelas selain itu prosedur pelayanan kurang dilaksanakan
secara konsisten. Dalam artian masih ada toleransi terhadap beberapa prosedur
pelayanan yang tidak dapat dipenuhi tapi keadaan sudah sangat memaksa
beberapa petugas membolehkan terutama bagi yang diurus secara spesial oleh
petugas dari dinas terkait. Selain itu sering juga dijumpai waktu penyelesaian IMB
selama 1 minggu ternyata kenyataannya sampai 3 atau 4minggu.

Untuk kemudahan proses mereka memandang prosedur pelayanan kurang
sederhana atau berbeli-belit, yang seharusnya dilaksanakan 1 atap temyata
terpisah antara kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dan kantor dinas
pekerjaan umum, selain itu masyarakat juga memandang prosedur pelayanan
kurang sederhana karena banyak pegawai yang harus dihadapi saat pengurusan.
Sehingga hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa prosedur pelayanan
pengurusan IMB masih kurang baik.

Kalau kita berbicara masalah sarana dan prasarana, maka yang dimaksud
disini adalah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran dalam
memberikan pelayanan itu sendiri. Mengenai masalah sarana sudah ada tempat

pelayanan yaitu kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dan bidang
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Tata Ruang pada kantor PU adalah tempat pendaftaran para pemohon baru untuk
mengurus kelengkapan persyaratan berkas IMB.

Sedangkan untuk prasarana kantor di dua instansi tersebut yaitu berupa
kelengkapan layanan secara umum, kondisi sarana masih bisa di gunakan atau

harus di perbaiki, sebab ini sangat berpengaruh terhadap kelancaraan administrasi

serta menunjang kemampuan aparat itu sendini.

Sarana dan prasarana merupakan suatu ukuran tentang tingkat pelayanan
yang diberikan oleh suatu instansi karena tanpa adanya sarana yang memadai
mustahil rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai, oleh
sebab itu bagi instansi terkait harus memperhatikan mengenai kebutuhan akan
perlengkapan kantor yang digunakan dalam operasional

Lebih jauh diungkapkan oleh staf yang bertugas di bidang Tata Ruang
pada kantor PU menyangkut tentang sarana dan prasarana penunjang kegiataan
pelayanan IMB: “Menyangkut tentang sarana dan prasarana untuk mendukung
pelayanan IMB kepada masyarakat, menurut saya belum mendukung, karena jika
dilihat dari kondisi ruangan kantor yang sempit, serta di dinas ini tidak didukung
oleh komputer yang memadai dan juga kendaraan dinas roda 4 ataupun roda 2
sebagal kendaraan operasional utuk menjangkau pelosok kecamatan, misalnya
dalam hal ini meninjau lokasi bangunan pemohon untuk menghitung jarak
sempadan yang telah di tetapkan serta mengawasi pembangunan para pemohon
yang sudah di berikan izin membangun apakah sudah sesuai dengan yang
ditetapkan dalam izin atau belum, karena tidak semua diantara dari kami memiliki

kendaraan pribadi misalnya motor. Mengenai kendaraan dinas sudah lama kami
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ajukan tetapi sampai saat ini belum mendapat persetujuan”(Wawancara Said
Abdul Gani ,ST, Kepala Bidang Tata ruang).
Memang tidak dipungkiri menyangkut sarana dan prasarana kantor serta

kendaraan operasional adalah merupakan hal yang urgen mengingat tugas pokok

dalam pelaksanaan perda mencakup satu Kabupaten kepulauan Selayar dan
pegawai yang bertugas tidak semua memiliki kendaraan pribadi.

Berdasarkan wawancara dengan staf pada badan kantor Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal dalam hal ini adalah tempat pendaftaran pemohon
IMB, dan mengurus tentang biaya retribusi dan berkas-berkas pemohon IMB,
menyatakan bahwa:

“Di kantor saya keadaan sarana belum mendukung untuk mengurus
tentang IMB, meja dan lemari arsip yang sangat kurang sehingga arsip IMB atau
berkas-berkas IMB tidak tertampung lagi dalam lemari yang aman dan sering
sekali tercecer, jumlah komputer untuk mengolah berkas-berkas juga masih
kurang, serta loket tempat mendafiar tergolong sempit,hal ini diakibatkan karena
kantor yang kami tempati kecil dan tidak bisa lagi diadakan perluasan atau
penambahan ruangan karena lahan yang memang sempit”, (Wawancara)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf dari dinas pekerjaan
umum, khusus pada bidang Tata ruang yang dalam hal ini mengurus masalah
pengawasan IMB mengenai sarana dan prasarana,

“Situasi sarana dan prasarana di kantor saya sudah cukup baik, dilihat dari
sitnasi kantor yang luas sehingga ruang gerak kami semakin luas pula, tetapi kalau

dari segi jumlah komputer mungkin harus diadakan penambahan lagi karena di
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| bidang tata ruang tidak hanya fokus pada pengurusan konstruksi IMB saja, tapi
mencakup tugas-tugas lain juga” (wawancara, Bahtiar)

Berdasarkan wawancara di atas keadaan inventaris kantor harus
disesuaikan dengan jumlah pegawai, tingkat kebutuhan dan beban kerja, misalnya
dalam hal komputer, apalagi jika dilihat dari perkembangan tugas para pegawai

maka sarana penunjang kantor di instansi terkait saya rasa perlu mendapat

perhatian, mengingat kondisi di instansi terkait masih belum sesuai.

Pegawai atau karyawan atau dengan istilah yang lebih luas sering disebut
sebagai sumber daya manusia adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam
suatu organisasi. Hal ini dapat dipahami karena sumber daya manusia merupakan
penggerak dari sumber-sumber daya lainnya yang digunakan organisasi. Dewasa
ini dalam organisasi yang modem keberadaan sumber daya manusia tidak hanya
diukur atau dilihat dari segi kuantitas tetapi lebih banyak dilihat dari segi kualitas
agar mampu mengembangkan organisast.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat daritingkat pengetahuan,
kemampuan, dan keterampilannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi akan sangat mendukung
kelancaran organisasi tersebut. Kemampuan sumber daya manusia dalam
organisasi tidak hanya dituntut pada pegawai pelaksana tetapi termasuk pegawai
tingkat manajer/pimpinan. Kemampuan pegawai sebagai pelaksana yang
dihubungkan dengan pekerjaannya dapat diartikan sebagai suatu keadaan pada diri

seseorang yang secara bersungguh-sungguh bekerja, berdayaguna untuk
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melaksanakan pekerjaan sehingga memungkinkan suatu tujuan akan tercapai (Kae
Chung dan Leon Megison, dalam Suharyati, 2001).
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa aparat yang bertugas di bidang tata

ruang sudah termasuk dalam katerogi baik dan mampu dilihat dari latar belakang

pendidikan yang kebanyakan adalah sarjana teknik serta di dominasi oleh
golongan IIi, hal ini sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas dan fungsi
yang mereka miliki terutama dalam hal pelayanan IMB. Selain itu aparat yang
bertugas melayani masyarakat khususnya mengenai konstruksi bangunan di
bidang Tata Ruang saat ini khususnya mengenai kualitas dan kuantitas bisa
dibilang sudah cukup memadai.

Jika dikaitkan dengan Robbins (2000) mengatakan bahwa kemampuan
adalah kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam
suatu pekerjaan hal ini sudah sesuai sehingga dapat disimpulkan bahwa
kemampuan aparat telah siap mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat yang
ingin mengurus surat IMB di kabupaten kepulauan Selayar.

Moenir (2000) mengatakan bahwa faktor penting lainnya yang berpengaruh
terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah faktor organisasi atau
lebih tepatnya organisasi pelayanan. Adapun sarana pendukung organisasi
pelayanan adalah sistem, prosedur dan metode yang berfungsi sebagai tata cara
atau tata kerja agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar. Stoner (1986)
mengatakan prosedur adalah program yang telah teruji untuk menyempurnakan
metode kerja agar mendapat suatu cara yang lebih balk, mendapat suatu pekerjaan

yang lebih balk dengan sedikit usaha ataun waktu. Selanjutnya menurut Soedjadi
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(1995), prosedur adalah sebagai suatu cara atau pola pelaksanaan tugas yang
seefisien mungkin dengan melihat segi-segi tujuan, tenaga kerja, biaya, fasilitas,
peralatan, waktu dan ruang.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa prosedur pelayanan dalam mengurus
surat IMB masih ditemukan berbagai permasalahan padahal untuk melakukan
pengurusan perizinan IMB di Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal,
Pelayanan dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tahapan dan alur
pelayanan telah teratur dengan rapi.Selain pengurusan perizinan IMB dilakukan di
Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal pada Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), perizinan juga dilakukan di Kantor Dinas PU. Pada Kantor Dinas
PU, Bidang Tata Ruang melakukan peninjauan untuk mengklarifikasi berkas apa
telah sesuai, begitu pula untuk pengawasan IMB dilakukan oleh bidang Tata
Ruang. sehingga disimpulkan bahwa sosialisasi terhadap prosedur pelayan masih
kurang. Padahal Moekijat (1998)telah memberikan penjelasan tentang keuntungan
dari prosedur yang telah ditetapkan antara lain adalah ; memberikan urutan dan
cara pekerjaan, mengakibatkan penghematan dalam biaya pelaksanaan,
keseragaman tindakan, serta dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan
dalam bentuk yang baik.

Sehingga kebijakan yang baik agar tercipta pelayanan yang baik bagi
masyarakat adalah diadakannya selalu sosialisasi terhadap mekanisme dalam

memperoleh surat IMB di tingkat kecamatan.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap temuan peneliti

dilapangan tentangkualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di

kabupaten kepulauan selayar, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemampuan aparatur pemerintah dalam pengurusan perizinan IMB di Kantor
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) dan pada Kantor Dinas PU, Bidang Tata Ruang, bahwa kemampuan
pegawai cukup baik dalam melaksanakan pelayanan yang baik bagi
masyarakat. Untuk proses pelayanan masih ditemui berbagai permasalahan
dan bal ini dikarenakan kekurang tahuan masyarakat terhadap proses dalam
mengurus surat IMB di Kabupaten Kepualuan Selayar.

2. Untuk mendapatkan hasil pelayanan yang baik maka pihak dariKantor
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dan kantor dinas Pekerjaan Umum
harus bersinergi dalam mensosialisasikan prosedur penerbitan surat IMB ke

masyarakat secara periodik, sehingga tidak terkesan pengurusan berbelit-belit.

B. Saran

1. Pelayanan pengurusan perizinan IMB di Kantor Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal dan kantor PU perlu terus dibenahi, baik dari segi Sumber

daya manusianya maupan dari sarana dan prasarana.
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2. Bahwa Pelayanan pengurusan perizinan IMB masih melalui dua instansi yakni
Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dan kantor PU, untuk masa
yang akan datang, perlu dicarikan solusi untuk pengurusan hanya ditangani

oleh satu instansi saja, sehingga layanan pengurusan dapat lebih cepat lagi.
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PEDOMAN WAWANCARA

Kasie Perizinan

- Bagaimana proses identifikasi wajib retribusi IMB di Kab. Kep. Selayar.

- Apakah dalam proses tersebut menghadapi kendala ? berupa apa ?

- Lalu apa yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut ?

- Apakah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah menjalin kerjasama
dengan pihak ketiga dalam identifikasi siapa saja yang wajib retribusi ?
Menurut Bapak/ Ibu apa yang menyebabkan masyarakat cenderung enggan untuk
mengurus IMB ini ?

- Kendala apa yang dihadapi dilapangan pada saat pemungutan IMB ini ?

- Apakah sosialisasi mengenai IMB ini dimasyarakat masih kurang ?

Kasie Perencanaan

| - Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kendala yang dihadapi Kantor Penanaman
i Modal dan Pelayanan Tepadu terkait identifikasi retribusi IMB ?

- Langkah apa yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut ?

- Bagaimana dengan sosialisasi yang sudah dilakukan sekarang ?

- Apa saja yang dilakukan dalam evaluasi ?

Kasie Pengawasan

- Apakah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah menjalin kerjasama
dengan pihak ketiga dalam identifikasi siapa saja yang wajib retribusi ?

- Bagaimana prosedur pengawasan terhadap proses permohonan retribusi IMB ?

- Sampai sejauh manakah seksi pengawasan pada ...... terlibat ?

- Bagaimana prosedur pemberian sanksi terhadap wajib retribusi yang melanggar ?

- Apakah ada pengawasan tersendiri untuk pihak internal dalam hal pemungutan
retribusi IMB ini ?

- Bagaimana bentuk pengawasan internal terhadap pegawai pada instansi ini ?
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